
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
 

A. Jenis Penelitian  

 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif 

adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu 

aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan 

materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan 

kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, 

tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya dan karena tidak 

mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif 

sering juga disebut “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoritis” 

(dogmatic or theoretical law research).24 

 
B. Pendekatan Masalah 
 
 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 

komparasi (membandingkan) serta pada analisis terhadap dinamika  hubungan 

fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.25 Penyimpulan 

komparsi yang dilakukan dengan menggambarkan kedua tempat pelayanan 

                                                
24 Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, 
hlm. 102. 
25 Saifudin Azar, metode penelitian, Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offst, 2001, hlm. 5. 
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kesehatan yang berbeda antara pengobatan konvensional dan nonkonvensional. 

Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi 

kepustakaan berupa; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenkes No. 

1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.  

 
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang masalah apa yang 

menjadi fakta dan perkembangan peraturan yang melindungi pasien terhadap 

penyelenggara praktik pengobatan tradisional. Pendekatan yang akan dilakukan 

sebagai pemecahan masalah dari jenis perjanjian apa yang digunakan antara 

pasien dan penyelenggara pengobatan tradisional; hak dan kewajiban para pihak 

dalam kegiatan pengobatan tradisional; dan apakah peraturan yang mengatur 

pengobatan tradisional telah melindungi kedua belah pihak. 

  
C. Data dan Sumber Data  

 
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber 

dari:  

1. Bahan hukum primer yaitu: 

a. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Pasal 1313; Pasal 

1319; Pasal 1320; Pasal 1333; Pasal 1334; Pasal 1337; Pasal 1338; Pasal 

1374; dan Pasal 1601. 

c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Pasal 1 Angka 9 dan 16; Pasal 

5 Ayat (2) dan (3);  Pasal 16; Pasal 46; Pasal 53 Ayat (1) dan (3); Pasal 56 
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Ayat (1); Pasal 59 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 60 Ayat (1) dan (2); dan 

Pasal 61 Ayat (1) dan (2). 

d. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen: Pasal 1 Angka 1, 2 

dan 3; Pasal 4; Pasal 5; dan Pasal 6. 

e. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: Pasal 1 Angka 10; 

dan Pasal 77.   

f. Pasal 1 Angka 4 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 

g. Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan 

Pengobatan Tradisional: Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 2 Ayat (1), (2) 

dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 9 Ayat (1); Pasal 12 Ayat (1) 

dan (2); Pasal 13; Pasal 14 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 15; Pasal 16 Ayat 1; 

Pasal 18 Ayat (1); Pasal 19; Pasal 21 Ayat (1); dan Pasal 22. 

h. Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Permenkes No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 

tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas  

Pelayanan Kesehatan. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa penjelasan mengenai, bahan hukum 

primer, membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Berupa 

pandangan para ahli (pakar), akademisi, ataupun para praktisi melalui 

penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, situs-situs internet dan  literatur 

lainnya yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. 

3. Bahan  hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk, 

informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yaitu bahan dari media internet, kamus bahasa, kamus hukum, 
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ensiklopedia yang berkaitan dengan perlindungan hukum pasien dan 

pengobatan tradisional. 

 
E.  Metode Pengumpulan Data  

 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan dan studi dokumen. Metode studi kepustakaan dan dokumen 

dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara membaca, mengutip dan 

mempelajari serta mencatat data-data dari buku, literatur dan perundang-undangan  

yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan yang diteliti. 

Pengumpulan data pada penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan 

dan analisis kualitatif terhadap peraturan dan pendapat para ahli hukum.  

 
Berdasarkan kekuatan mengikatnya bahan hukum pada metode pengumpulan data 

ini dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, 

terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat. Penelitian ini 

menggunakan bahan hukum primer  UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenkes No. 

1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional 

dan perjajian penyembuhan. 

 
Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan artikel yang 

berkaitan dengan  perlindungan pasien, perlindungan konsumen, pengobatan 

tradisional dan hukum perjanjian. Selanjutnya pernelitian melalui bahan hukum 
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tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk, informasi maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu bahan 

dari media internet, kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan 

dengan perlindungan hukum pasien dan pengobatan tradisional. 

 
F.  Pengolahan Data  

 
Data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diedit. Editing dalam 

pengolahan data ini yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh 

terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya 

dengan yang lain. Bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa 

sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih jelas sistematis. Hal ini guna 

mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan perlindungan 

hukum pasien terhadap praktik pengeyenggara pengobatan tradisional.  

 
Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan 

dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat 

kongkret yang sedang dihadapi.26 Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan 

dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur 

mengenai perlindungan hukum terhadap pasien dan pihak pengobat tradisional 

sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum 

guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif 

Indonesia dapat menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

                                                
26 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia, 
2006, hlm. 393. 
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G.  Analisis Data  

 
Setelah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data dan analisa 

data. Analisa data pada penelitian hukum lazim dikerjakan melalui pendekatan 

antitatif dan/atau pendekatan kualitatif.27 Pada penelitian ini analisis data 

dilakukan secara kualitatif dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam 

bentuk kalimat secara rinci dan sistematis, kemudian dilakukan interpretasi data, 

yaitu menafsirkan data yang telah disusun tersebut, sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. 

 

                                                
27 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Sinar 
Grafika, 1996, hlm. 19. 


